
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  : 134/PMK.07/2022
TENTANG  : BELANJA WAJIB UNTUK PENANGANAN

DAMPAK INFLASI TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT LAPORAN PENGANGGARAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN
SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022

KOP DAERAH
LAPORAN PENGANGGARAN BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL

TAHUN ANGGARAN 2022
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1) ....

Yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ........2)

menyatakan bahwa telah menganggarkan Belanja Wajib Perlindungan Sosial pada APBD TA 2022 dengan rincian
sebagai berikut:

I Penerimaan dari Dana Transfer Umum
 a. DAU      : .............3)

 b. DBH      : .............4)

   Jumlah Penerimaan       : .............5)

II Pengurang
 a. DBH CHT      : .............6)

 b. DBH DR       : .............7)

  Jumlah Pengurang        : .............8)

III Jumlah DTU yang diperhitungkan      : .............9)

IV Jumlah Belanja Wajib Perlindungan Sosial      : .............10)

V Persentase Dukungan Belanja Wajib       : .............11)

 Perlindungan Sosial dari DTU

No. Uraian 12)
Jenis
Akun
13)

Anggaran
Sumber Pendanaan

DAU
14)

DBH
15)

Jumlah
16)

%
17)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(d)+(e) (g)
I BANTUAN SOSIAL

 a.  Rp -  Rp -  Rp -
b.  Rp -  Rp -  Rp -

 c. dst ...  Rp -  Rp -  Rp -
Subtotal BANTUAN SOSIAL  Rp - Rp -  Rp -

II PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
 a.  Rp -  Rp -  Rp -

b.  Rp -  Rp -  Rp -
 c. dst ...  Rp -  Rp -  Rp -
Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN
KERJA

 Rp -  Rp - Rp -

III SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI
 a.  Rp -  Rp -  Rp -

b.  Rp -  Rp -  Rp -
 c. dst ...  Rp -  Rp -  Rp -
Subtotal SUBSIDI SEKTOR
TRANSPORTASI

 Rp -  Rp - Rp -

IV PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA
 a.  Rp -  Rp -  Rp -
 b.  Rp -  Rp -  Rp -
 c. dst ...  Rp -  Rp -  Rp -
Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL
LAINNYA  Rp -  Rp -  Rp -

JUMLAH BELANJA WAJIB
PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022  Rp -  Rp - Rp -



Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 18)

PPKD Provinsi/Kabupaten/Kota... 19)

(tanda tangan asli dan cap basah dinas)

.....................20)



PETUNJUK PENGISIAN

No. Uraian
1 Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
2 Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
3 Diisi dengan alokasi DAU bulan Oktober sampai dengan Desember 2022
4 Diisi dengan alokasi DBH Triwulan IV TA 2022
5 Diisi dengan penjumlahan penerimaan DTU (5)=(3)+(4)
6 Diisi dengan alokasi DBH CHT Triwulan IV TA 2022
7 Diisi dengan alokasi DBH DR Triwulan IV TA 2022
8 Diisi dengan penjumlahan DBH earmarked (8)=(7)+(6)
9 Diisi dengan jumlah DTU yang diperhitungkan untuk belanja wajib perlindungan sosial (9)=(5)-(8)
10 Diisi dengan besaran anggaran belanja wajib perlindungan sosial TA 2022
11 Diisi dengan persentase jumlah anggaran dibandingkan jumlah penerimaan DTU di luar DBH earmarked

(11)=(10)/(9)
12 Diisi dengan uraian kegiatan
13 Diisi dengan jenis akun kegiatan
14 Diisi dengan anggaran kegiatan yang bersumber dari DAU
15 Diisi dengan anggaran kegiatan yang bersumber dari DBH
16 Diisi dengan penjumlahan anggaran DAU dan DBH (16)=(14)+(15)
17 Diisi dengan persentase anggaran kegiatan terhadap total anggaran belanja wajib perlindungan sosial
18 Diisi dengan lokasi dan tanggal laporan dibuat
19 Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
20 Diisi sesuai dengan nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bersangkutan



FORMAT LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022

KOP DAERAH
LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... 1)

BULAN ...2)

TAHUN ANGGARAN 2022

NO. Uraian
3)

Jenis
Akun

4)

Anggaran Realisasi Realisasi Output
Sumber Pendanaan

DAU
5)

DBH
6)

Jumlah
7)

%
8)

Sumber Pendanaan
DAU

9)
DBH

10)

Jumlah
11)

%
12)

Volume
13)

Satuan
14)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(d)+(e) (g) (h) (i) (j)=(h)+(i) (k)=(j)/(f) (k) (l)
I BANTUAN SOSIAL

a. Rp             - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                   - Rp                  - 0,00%
b. Rp             - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                   - Rp                  - 0,00%
c. dst ... Rp             - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                   - Rp                  - 0,00%
Subtotal BANTUAN SOSIAL Rp            - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                  - Rp                 - 0,00%

II PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
a. Rp             - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                   - Rp                  - 0,00%
b. Rp             - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                   - Rp                  - 0,00%
c. dst ... Rp             - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                   - Rp                  - 0,00%
Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN
KERJA

Rp            - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                  - Rp                 - 0,00%

III SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI
a. Rp             - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                   - Rp                  - 0,00%
b. Rp             - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                   - Rp                  - 0,00%
c. dst ... Rp             - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                   - Rp                  - 0,00%
Subtotal SUBSIDI SEKTOR
TRANSPORTASI

Rp            - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                  - Rp                 - 0,00%

IV PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA
a. Rp             - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                   - Rp                  - 0,00%
b. Rp             - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                   - Rp                  - 0,00%
c. dst ... Rp             - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                   - Rp                  - 0,00%
Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL
LAINNYA Rp            - Rp           - Rp                - 0,00% Rp                   - Rp                  - Rp                 - 0,00%

JUMLAH BELANJA WAJIB
PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022 Rp            - Rp           - Rp               - Rp                   - Rp                  - Rp                 - 0,00%



Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami bertanggungjawab mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 15)

PPKD Provinsi/Kabupaten/Kota... 16)

(tanda tangan asli dan cap basah dinas)

.....................17)



PETUNJUK PENGISIAN

No. Uraian
1 Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
2 Diisi sesuai dengan bulan yang dilaporkan
3 Diisi dengan uraian kegiatan
4 Diisi dengan jenis akun kegiatan
5 Diisi dengan anggaran kegiatan yang bersumber dari DAU
6 Diisi dengan anggaran kegiatan yang bersumber dari DBH
7 Diisi dengan penjumlahan anggaran DAU dan DBH (7)=(5)+(6)
8 Diisi dengan persentase anggaran kegiatan terhadap total anggaran belanja wajib perlindungan sosial
9 Diisi dengan realisasi kegiatan yang bersumber dari DAU
10 Diisi dengan realisasi kegiatan yang bersumber dari DBH
11 Diisi dengan penjumlahan anggaran DAU dan DBH (11)=(9)+(10)
12 Diisi dengan persentase realisasi kegiatan terhadap total realisasi belanja wajib perlindungan sosial
13 Diisi dengan volume output yang dihasilkan
14 Diisi dengan satuan dari volume output yang dihasilkan
15 Diisi dengan lokasi dan tanggal laporan dibuat
16 Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
17 Diisi sesuai dengan nama Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bersangkutan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
 u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001


